BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber pendapatan yang dihasilkan dari iuran rakyat
untuk membiayai keperluan umum negara. Didalam peningkatan pengelolaan dan
pelayanan Pajak maka pemerintah memberikan wewenang kepada PT.Pos
Indonesia sebagai Lembaga BUMN untuk diperbantukan didalam melaksanakan
penghitungan dan penyetoran Pajak Penghasilan Badan. Maka peranan PT.Pos
Indonesia tersebut didalam melaksanakan penghitungan dan penyetoran Pajak
Penghasilan Badan sangat diperlukan didalam pencapaian efesiensi dan efektivitas
terhadap pengelolaan Pajak.

Sehingga PT.Pos Indonesia khususnya dibagian Pandapos merupakan
keharusan didalam menghitung sendiri yang benar yang harus berpegang pada
sistem (Self Asesment System) yang berisi suatu Sistem Pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya
pajak yang terutang yaitu bahwa Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung ,
menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan baik dan benar serta
tidak melampéui tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.

Didalam pelaksanaan penghitungan Pajak Penghasilan Badan tersebut
kemungkinan akan terjadinya kekeliruan dan keterlambatan terhadap
penyetorannya maka ini akan sangat merugikan bagi perusahaan PT.Pos Indonesia
atas diberikannya sanksi administrasi dalam keterlambatan penyetoran yang telah

melampaui batas jatuh tempo. Adapun seandainya dapat memanfaatkan
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pelaksanaan penyetoran secara efektif maka akan mendukung pengelolaan kas

sehingga membantu dalam peningkatan pendapatan bagi PT.Pos Indonesia.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas penyusun tertarik untuk membahas

dan menyusun kedalam suatu Laporan Tugas Akhir dengan judul "Pelaksanaan

Penghitungan Dan Penyetoran Pajak Penghasilan badan.

1.2 PEMBATASAN MASALAH
Bahwa dari sekian banyak permasalahan yang muncul diperusahaan
tentunya penyusun hanya dapat membatasi permasalahannya sesuai judul yang
telah dibuat. Dalam hal ini penyusun melaksanakan pembahasan tentang
pelaksanaan penghitungan dan penyetoran: Pajak Penghasilan Badan yang
dilaksanakan oleh Kantor Pusat PT.Pos Indonesia di Sub Bagian Perpajakan
secara khusus, maka dalam pembatasan masalah dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Bagaimana cara penghitungan Pajak Penghasilan Badan yang dilaksanakan
oleh PT.Pos Indonesia.
2. Bagaimana cara penyetoran Pajak Penghasilan Badan yang dilaksanakan oleh
PT.Pos Indonesia.
3. Bagai man; cara mengatasi apabila ada kekeliruan dan keterlambatan didalam

pelaksanaan penghituhgan dan penyetoran Pajak Penghasilan Badan.



Wawancara dilakukan dewngan staf yang berhubungan langsung dengan
proses perpajakan.

3. Study Kepustakaan
Yaitu cara mengumpulkan Data berupa teori, dimana penyusun
mempelajarinya dan membahasnya dari buku-buku yang ada yang

berhubungan dengan masalah yang dihadapi.

1.5 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN
Selama melaksanakan penelitian penyusun mendapat lokasi di Kantor
Pusat PT.Pos Indonesia (Persero), dengan beralamat di JI.LL.RE.Marta Dinata

No.56 Bandung. Dalam pelaksanaannya dilaksanakan mulai tanggal 16 Juni 1997

Sampai Dengan 31 Juli 1997.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN
BAB 1 Terdiri dari :
A. Latar Belakang :

Penyusun merumuskan data hasil penelitian yang dilaksanakan oleh
PT.Pos Indonesia khususnya dibagian Pandapos-3 didalam pelaksanaan
penghitungan dan penyetoran Pajak Penghasilan Badan. Selain merumuskan hal
tersebut juga melandasi mengenai gambaran tentang Sistem dan Prosedur didalam
pelaksanaan penghitungan dan penyetoran Pajak Penghasilan Badan tersebut.

B. Pembatasan Masalah :

Menyimpulkan  permasalahan yang dihadapi yang kemudian
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3 Menjelaskan tentang pengertian penyetoran pajak.
- Cara menyetor angsuran Pph Badan.
- Cara menyetor kurang bayar Pph Badan

BABDB III Terdiri dari :

Data Hasil Penelitian yang meliputi :

1. Sejarah Singkat Perusahaan.

2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.

3. Lapangan Usaha Dan Aktivitas Perusahaan

BAB 1V Terdiri dari :

1. Menerangkan Langkah-Langkah Penghitungan Pph Badan Tentang Masa.

2. Menerangkan langkah-langkah Penghitungan Pph Badan Tentang Tahunan.

3. Menerangkan Langkah-Langkah Penyetoran Angsuran Bulanan Dan tahunan
Pph Badan.

4. Menjelaskan Masalah-Masalah Dalam Penghitungan Dan Penyetoran Pajak
Penghasilan Badan Dan Penyelesaiannya.

BAB V Terdiri dari :

Kesimpulan Dan Saran

- Menyimpulkén dari data-data yang telah diamati mengenai judul Penghitungan

dan Penyetoran Pajak Penghasilan Badan.
- Memberikan saran-saran bagi instansi yang sekiranya dapat memberikan

masukan untuk kemajuan instansi tersebut.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN BADAN.

Merupakan Pajak Penghasilan Badan yang dihasilkan dari Badan Usaha
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama dan dalam bentuk
apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau

organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk Usaha tetap, serta Bentuk

Badan Usaha Lainnya.

2.2 OBJEK DAN SUBJEK PAJAK PENGHASILAN BADAN.
A. OBJEK PAJAK PENGHASILAN BADAN
Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari Luar Negeri, yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :
1. Laba Usahq.
2. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk
- Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
- Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan pemegang saham,

sekutu atau anggota.
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L )
3. Penghasilan Kena Pajak (1-2) X%
4. PPh badan Terhutang
Penghasilan Rp.25.000.000,00 * 10 % =%
Penghasilan dari Rp.25.000.000,00 S/D Rp.50.000.000,00 * 15% = x x

Penghasilan dari Rp.50.000.000,00 ke atas * 30 % = XX

Dibulatkan Rpii - acx

Perhitungan PPh Badan terhutang dibagai dua belas (12)

2.3.1 CARA MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN
Dalam menghitung Pajak Penghasilan adalah :

Penghasilan sampai dengan Rp.25.000.000,00 * 10 %
Penghasilan dari Rp.25.000.000,00 s/d Rp.50.000.000,00 * 15 %

Penghasilan dari Rp.50.000.000,00 ke atas * 30 %

2.3.2 CARA MENGHITUNG KURANG/LEBIH BAYAR PPH BADAN

A. Untuk penghitungan kurang bayar PPh Badan terjadi karena :

1. Adanya ke;idak benaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang telah
disampaikan yang mengakibatkan pajak-pajak yang masih harus dibayar
menjadi lebih besar.

2. Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan

ketidak benaran pengisian surat pemberitahuan beserta sanksi administrasi



berupa kenaikan sebesar 50 % (Lima puluh Persen) dari Pajak yang kurang
dibayar.

Dan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak
terutang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2 % (Dua Persen) sebulan untuk selama-lamanya duapuluh empat
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian
tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan pajak
Kurang Bayar.

B. Didalam penghitungan Lebih bayar yaitu apabila jumlah kredit pajak atau
jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang
atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang maka
Direktorat Jenderal pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus menerbitkan surat ketetapan
pajak selambat-lambatnya dua belas bulan sejak surat permohonan diterima.

Dan apabila Surat Ketetapan Lebih Bayar terlambat diterbitkan dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan maka kepada wajib pajak badan diberikan
imblan sebesar 2 % (Dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu

sampai dengah saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.




2.4 PENGERTIAN PENYETORAN PAJAK

Pada umumnya Penyetoran Pajak dimaksudkan untuk memenuhi
kewajiban penyampian Pajak Terutang kepada pemerintah melalui sistem dan
mekanisme vyang telah ditentukan oleh Undang-Undang atavpun ketentuan
perpajakan sehingga apabila telah melaksanakan kewajiban tersebut bebas dari

sanksi pidana maupun sanksi administrasi yang akan memberatkan Wajib Setor.

2.4.1 CARA MENYETOR ANGSURAN PPH BADAN

Untuk penyetoran angsuran Pajak Penghasilan Badan dilaksanakan pada
tanggal lima belas (15) Bulan berikutnya. Oleh karena sebelum dilaksanakannya
penyetoran tersebut dapat dikelola terlebih dahulu oleh pihak perusahaan guna
menghasilkan laba didalam pengelolaan pajak. Adapun didalam penyetoran
angsuran PPh badan akan diberikan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

A. Sanksi Administrasi apabila :

1. Dalam penyetoran tersebut terdapat salah perhitungan.

2. Terlambatnya terhadap penyetoran ke Kantor Pelayanan Pajak, maka apabila
setiap keterlambatan pembayaran tersebut dilakukan pengenaan bunga
sebesar 2 % (Dua Persen) sebulan untuk seluruh masa, yang di hitung sejak
saat jatuh tempo.

B. Sanksi Pidana apabila :

1. Wajib Pajak karena kealpaan tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh atau
menyampaikan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan

keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian
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pada pendapatan negara, diancam dengan pidana kurungan sclama-lamanya
satu tahun dan denda setinggi-tingginya sebesar dua kali jumlah pajak yang
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2. Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh atau
menyampaikan SPT dan/atau keterangan lain yang isinya tidak benar atau
tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,
diancam dengan pidana selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-
tingginya empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

3. Wajib Pajak melakukan percobaan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh
dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka
mengajukan permohonan restitusi atau melakukan konpensasi pajak, dipidana
dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan denda setinggi-
tingginya empat kali jumlah restitusi yang dimohon dan/atau konpensasi yang

dilakukan oleh Wajib Pajak.

2.4.2 CARA MENYETOR KURANG BAYAR PPH BADAN

Pembayaran kekurangan Pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan
harus dibayar "lunas selambat-lambatnya tanggal 25 (Dua Puluh Lima) Bulan
ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir sebelum SPT itu
disampaikan. Didalam penyetoran Kurang bayar PPh Badan yang terdiri dari
Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan



keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus

dilunasi dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan.



